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DISAHKAN OLEH
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NIP 19731225 199303 1 001

JUDUL LAYANAN REMISI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA
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UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

PP No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP;

PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP;

Keputusan Presiden Rl No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

KepMen. Hukum dan perundang-Undangan No. M.09.HN.02-01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
Keputusan MenKeh. dan HAM RI No. 04.HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik

Keptusan Menkeh dan HAM RI No. M.03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi bagi Narapidana yang menjalani
Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara

Keputusan Menkeh dan HAM RI No. 01.HN. 02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi

Tambahan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Rl No. M.01.HN.02.01Tahun 2005 Tentang Penetapan Pengurangan Hukuman Secara Khusus Pada

Peringatan 60 (Enam Puluh) Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 23 Februari 2005

1. SLTA
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi tata cara dan Prosedur pemberian Remisi

PERSYARATAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN

PO

Identitas dan Nomor Telepon kontak Pengadu yang jelas
Substansi Aduan Jelas

Pihak yang diadukan Jelas

Menyertakan data dukung aduan (Dokumentasi)

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer dan Internet
3. Printer

4. Scanner

PERINGATAN :

JAMINAN PELAYANAN:

1. Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural

2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan
(UPT, WILAYAH dan DITJENPAS)

3. Tidak dipungut biaya

Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat
Penyampaian Hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 14 (Empat Belas) hari Kerja
dan Dapat diperpanjang 14 (Empat Belas) Hari
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